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ABSTRAK 

Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam 

sistem pemidanaan Indonesia yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran pidana 

pengawasan sebagai pidana pokok mencerminkan perubahan paradigma 

pemidanaan dari yang semula lebih berorientasi pada pidana penjara menuju sistem 

pemidanaan yang mengedepankan rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana pengawasan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, mengkaji kedudukannya dalam 

sistem pemidanaan nasional, serta menganalisis pidana pengawasan sebagai bentuk 

pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang 

digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait, 

serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, 

dan pendapat para ahli hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaturan pidana pengawasan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah 

satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak 

pidana tertentu. Kedudukan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan nasional 

memiliki posisi yang sejajar dengan pidana pokok lainnya dan merupakan alternatif 

terhadap pidana penjara yang lebih mengedepankan pembinaan serta pengawasan 

di tengah masyarakat. Selain itu, pidana pengawasan merupakan bentuk 

pembaharuan hukum pidana yang mencerminkan perubahan kebijakan pemidanaan 

menuju sistem yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada perlindungan 

masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta rehabilitasi pelaku 

tindak pidana. 

 

Kata Kunci: Pidana Pengawasan, KUHP Nasional, Sistem Pemidanaan, 

Pembaharuan Hukum Pidana. 
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ABSTRACT 

Supervisory sentencing is one of the reforms introduced into the Indonesian 
criminal justice system through Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian 

Criminal Code. Its recognition as a principal punishment reflects a shift in the 

sentencing paradigm from imprisonment-oriented sanctions toward a system 

emphasizing rehabilitation, guidance, and social reintegration. This study aims to 

analyze the regulation of supervisory sentencing under the Indonesian Criminal 

Code, examine its position within the national sentencing system, and evaluate its 
role as a form of criminal law reform in Indonesia. This research employs a 

normative juridical method using both the statutory approach and the conceptual 

approach. The legal materials consist of primary legal sources, including the 1945 

Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 2023 concerning the 

Indonesian Criminal Code, and other relevant legislation. Secondary legal 

materials include legal textbooks, scientific journals, previous research, and 

scholarly legal opinions. The collected data were analyzed qualitatively using a 

descriptive-analytical method. The results indicate that supervisory sentencing has 

been explicitly regulated in Law Number 1 of 2023 as one of the principal 

punishments that may be imposed by judges upon offenders who meet the statutory 

requirements. Within the national sentencing system, supervisory sentencing 
occupies an equal position with other principal punishments and serves as an 

alternative to imprisonment by emphasizing supervision and rehabilitation within 

the community. Furthermore, supervisory sentencing represents a significant form 

of criminal law reform, reflecting a transformation of sentencing policy toward a 

more modern, humane, and rehabilitation-oriented criminal justice system while 

maintaining legal certainty and public protection. 

 
Keywords: Supervisory Sentencing, Indonesian Criminal Code, Sentencing System, 

Criminal Law Reform. 
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